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Motto Dan Persembahan 

Berjuang tidak hanya sekali, Berjuang tidak hanya saat kamu ingin 

mendapatkan sesuatu, Hidup itu butuh masalah supaya kita punya 

kekuatan, Butuh berjuang supaya tahu cara untuk menjadi seorang 

pekerja keras,Gagal coba lagi, Jatuh bangkit lagi hidup tak akan ada 

artinya jika kamu tidak pernah”Berjuang”...... 
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BAB I 

LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dilakukan oleh 

pemerintahdan diatur berdasarkan perundang-undangan. Pajakmempunyai peran 

yang sangat penting dalam sebuah negara. Jika wajib pajak tidak melaksanakaan 

kewajibaannya untuk membayar pajak maka kegiatan negara tidak akan berjalan 

dengan baik.1Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pajak 

adalahkontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang atau pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.  

Dari definisi pajak tersebut, pajak memiliki 2 fungsi yaitu,pajak berfungsi 

sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran 

pemerintah(Budgeteir),dan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi(Reguler).2Pajak jika dilihat 

dari wewenang pemungutannya terbagi menjadi 2 (dua) yakni pajak pusat dan 

																																																													
1Zaeni Asyhadie,Arif Rahman, dan Mualafah, Penghantar Hukum Indoneisa,Cetakan 

Pertama,PT RajaGrfindo Persada,Jakrta,2015,hlm 169 
2Waluyo,  Perpajakan Indonesia,Edisi Kelima,Jakarta,Selemba Empat,2005,hlm 6. 
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pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat 

(Direktorat Jendral Pajak) dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran 

rutin negara dan pembangunan, sedangkan pajak daerahadalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memkasa 

berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendaptkan imbalan secara langsung 

bagi sebesar-besarnya kemkamuran rakyat.3 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Rertribusi 

Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari, 

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Dan Pajak Rokok.Dari sekian 

banyak jenis pajak yang dihasilkan oleh daerah, pajak kendaraan bermotor salah 

satu jenis pajak yang penunggakanya paling besar.  

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak 

Kendaran Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor.Kendaran bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energy tertentu menjadi 

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan 

																																																													
3Waluyo,Ibid.,hlm 50. 
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alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 

melekat secara permanen serta kendraan bermotor yang dioperasikan di air. 

Instansi pemerintah yang berwenang melaksanakan pemungutan pajak 

kendaran bermotor ialah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap) yaitu suatu sistem yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat 

pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam 

satugedung. 

SAMSAT melakukan kerja sama secara terpadu antara Kepolisian Republik 

Indonesia(Polri), Dinas Pendapatan Daerah, Jasa Raharja, dan Bank Daerah. 

Dalam hal ini Polri memiliki fungsi penerbitan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan(STNK), Dinas Pendapatan Daerah menetapkan besarnya pajak 

kendaran bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, Jasa Raharja 

mengelola santunan wajib dana kecelakaam lalu lintas jalan.4 Bank Daerah 

khususnyaSumatera Selatan melaluiBank Sumsel Babel mengeluarkan K-Samsat 

y sistem elektronik yang memberikan pelayanan untuk masyarakat yang berfungsi 

sebagai mesinpenyetoran pajak kendaraan bermotor serta pencetakan Surat Tanda 

																																																													
4HukumOnline”Ditilang karena STNK mat, diakses dari 

https://hukumonline.comi/klinik/detail/ulasan/ditilang -karena-stnk-mati,pada tanggal 09 september 
2019,jam 11:14 



5	
	 	 	

	
	

Nomor Kendaraan(STNK) yang sudah dibayar melalui anjungan tunai mandiri 

(ATM).5 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat misalnya salah satu instansi 

yang melaksanakan pemungutan pajak daerahberdasarkan Peraturan Bupati Nomor 

68 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Susunan Organisasi Dan UraianTugas Masing-

Masing Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan Keuangan Daerahyang meliputi Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air dan Tanah, Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan 

mengkoordinir penerimaan retribusi daerah termasuk didalamnya mengenai Pajak 

kendaraan bermotor.Disamping dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia memiliki kewenangan yaitu melakukan pengesahan STNK 

setiap tahunnya.STNK harus dimintakan pengesahan dengan tujuanuntuk 

mengecek apakah benar STNK dipegang oleh pemilik atau tidak 

(hilang,dicuri,digelapkan,dan sebagainya). 

Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan jerat pidana hanya bisa diberikan jika 

masa berlaku 5 tahun surat tanda nomor kendaraan sudah habis masanya dan tidak 

diperpanjang.Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa surat pengesahan pajak yang 

																																																													
5Kabarsumatera diakses dari https://bisnissumatra.com/read/sumsel-permudah-pembayaran-

pajak-kendaraan-bermotor-lewat-samsat-online pada tanggal 18 september 2019, jam 10:04 
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menjadi satu kesatuan dan STNK rutin dibayarkan tiap tahun bukan bagian dalam 

ketentuan UU Lalu Lintas dan angkutan jalan yang bisa djatuhkan sanksi. 

Permasalahan pajak kendaraanbermotortidak hanya menjadi kewenangan 

Kepolisian dan Dinas Pendapatan daerah. Jasa Raharja memiliki 

kewenangandalam mengelola santunan kecelakaan lalu lintas. Jasa Raharja secara 

tegasakan tetap memberikan jaminan terhadap pengendara motor yang bermotor 

tidak membayar pajak. Hal ini diatur dalamUU No 33 Tentang Dana 

Pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.Jaminan ini juga tetap berlaku pada 

kendaraan bermotor dan mobil yang belum melakukan pengesahan, belum bayar 

pajak, bahkan sudah dicabut STNK-nya karena belum membayar pajak 1 tahun.6 

Selanjutnya Bank Daerah memiliki tugas dan fungsi untuk kemudian menerima 

dan menjadi tempat penyetoran pajak yang berasal dari pajak kendaraan bermotor. 

Pelaksanaan kewenangan Dinas Pendapat Daerah dalam melakukan 

penarikan dan penerimaan atas pajak kendaraan bermotor acapkali juga dilakukan 

oleh kepolisian di bagian lalu lintas. Terdapat begitu banyak kasus terkait dengan 

campur tangan kepolisian dalam melakukan sanksi tilang atas dasar pengendara 

bermotor yang status STNK kendaraannya menunggak atau telah jatuh tempo 

																																																													
6Otosia.com”Telat bayar pajak bisa di tilang”diakses darihttps://m.otosia.com/berita/ingat-

telat-bayar-pajak-kendaraan-bisa-ditilang, pada tanggal 09 september 2019, jam 11:55 
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masa pembayraanya. Padahal hal tersebut bukanlah wilayah kewenangan dari 

kepolisian lalu lintas. 

Kabupaten Lahat misalnya pada saat melakukan razia pihak kepolisiann 

memberikan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan bermotor yang melakukan 

penunggkan pajak kendaraan bermotor. Padahal kewenangan kepolisian hanya 

sebatas memberikan stempel atau pengesahan, yang jika itu tidak dipenuhi oleh 

pengendara maka bisa saja petugas kepolisianberwenang melalukan sanksi tilang. 

Terdapat 55 (lima puluh lima) kasus yang didapatkan diwilayah hukum 

Kabupaten Lahat sanksi(surat tindakan pelanggaran) diberikan kepada pengendara 

disebabkan kendaraan tersebut melakukan penunggakan pajak atau STNK telah 

jatuh tempo masa pembayraanya. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Sumatera Selatan Kabupaten Lahat tercatat tunggakan pajak 

kendaraan sepanjang tahun 2018 mencapai Rp 1,6 miliar. Dengan rincian 

sebanyak 8.337 unit kendaraan bermotor maupun kendaraan roda 4 yang di 

dominasi oleh banyaknya penunggakan pajak kendaraan bermotor dengan rincian 

sebanyak 7.671 unit kendaran.7 

Penunggakan pajak yang menyebabkan telah jatuh tempo masa 

pembayaraan pajakkendaraan bermotor, secara kewenangan hanya dimiliki oleh 

																																																													
7Wawancara dengan Bripka Yuliawantoro, SH BA Satlantas Polres Lahat 10 September 1019 

Jam 14:30 	
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Dispenda . Oleh sebab itulah menjadi problematika yang cukup serius jika dilihat 

dalam praktiknya, masalah pajak bukan merupakan kewajiban petugas 

kepolisanmelainkan kewajiban dari Dispenda.Pada saat pemilik kendaaran 

bermotorterjaring razia dan terbukti melakukan penunggakan pajak, biasanya 

petugas kepolisian tetap menjatuhkan sanksi(surat tindakan 

pelanggaran),meskipun semua dokumen dan surat-surat pemilik kendaraan 

bermotor lengkap. 

Penunggakan pajak sudah ada sanksi tersendiri yang dikeluarkan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah yang diberikan kepada pemilik kendaaran bermotor yang 

melakukan penunggkan pajak berupa sanksi denda,sanksi bunga dan sanksi 

kenaikan. Oleh sebab itu untuk menganalisiskewenangan antara Dispenda dan 

petugas Kepolisian maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi 

dengan judul :“TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN 

PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU DARI HUKUM 

ADMINISTRASI DI KABUPATEN LAHAT” 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan 

karya ilmiah agar bisa mengetahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian 
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singkat pada latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan yang akan 

diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 

1. Bagaimanakah kewenangan Kepolisian dan Dinas Pendapatan Daerah 

dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor di 

Kabupaten Lahat? 

2. Apakah penunggakan pajak kendaraan bermotor termasuk kedalam 

pelanggaran lalu lintas yang harus ditindak oleh petugas kepolisian ? 

3. Bagaimana keabsahan surattilang karena penunggakan pajak yang 

dikeluarkan oleh petugas kepolisian ditinjau dari Hukum Administrasi 

Negara? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat 

dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui bagaimana kewenangan Kepolisian dan Dispenda 

dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaran bermotordi 

Kabupaten Lahat 

2. Untuk Mengetahui apakah penunggakan pajak kendaraan bermotor 

termasuk kedalam pelanggaran lalu lintas yang harus ditindak oleh 

petugas kepolisian 
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3. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan surat tilang yang dikeluarkan 

oleh petugas kepolisian ditinjau dari Hukum Adminstrasi Negara 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapatmemberikan kontribusiterhadap ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara dan 

Hukum Perpajakan serta masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan 

pemungutan pajak kendaraan bermotor 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam mengambil 

kebijakan didalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada 

umumnya dan di dalam pembuatan kebijakan hukum perpajakan di 

Kabupaten Lahat 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Kewenangan 

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian 

Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Kewenangan atau 



11	
	 	 	

	
	

wewenang adalah kekuasaan dalam hukum, hak untuk memerintah 

ataubertindak,hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum 

dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.8 

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya teridiri dari 

3(tiga) komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.9 

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang 

dimasudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum 

2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukan 

dasar hukumnya 

3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar 

wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar 

khusus (untuk jenis wewenang tertentu). 

Komponen ini dimaksudkan, agar pejabat negara tidak menggunakan 

kewenangan diluar tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan.Komponen ini bertujuan bahwa setiap tindakan pemerintah atau 

pejabat negara harus ada mempunyai dasar hukum dalam hal bertindak. 

Komponen ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah atau pejabat negara 

																																																													
8Nur Basuki Winaro, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,Laksabang 

mediatama,Yogyakarta,2008,hlm 65 
9Nurbasuki Winarno,op.cit.,hlm 66. 
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mempunyai tolak ukur atau standar yang bersifat umum untuk semua jenis 

wewenang yang bertumpuk pada asas legalitas.10 

Konsep Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan 

asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsp utama yang dijadikan 

sebagai bahan dasar dalaam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan 

disetiap negara hukum terutama negara-negara hukum yang menganut hukum 

eropa kontinetal. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-

undang(deheerschappij van de wet).11 Di dalam Hukum Administrasi Negara asas 

legalitas ini mempunyai makna dat het bestur aan wet is onderworpnen, yakni 

bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan prinsip 

dalam Negara hukum. 

2. Teori Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

atau pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

kepentingan keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rayat.12 

																																																													
10Ibid, Nurbasuki WinarnoPenyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana 

Korupsi,Laksabang mediatama, hlm 70. 
11Envy Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik,Yogyakarta,UNY PERSS 2011, hlm 89 
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Pajak daerah merupakan pajak yang digunakan oleh pemerintah daerah 

dengan peraturan daerah (perda), di mana wewenang pemungutnnya dilaksankan 

oleh pemerintah daerah,dan hasilnya digunakan untuk mebiayai pengeluaran 

pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan di daerah.13 Karena pemerintah daerah di Inonesia terbagi menjadi 

dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.  

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jenis pajak Provinsi dan jenis pajak 

Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan Dan Pajak Rokok.Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan 

dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

3. Teori Penegakan Hukum Administrasi Negara 

Menurut P Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan Hukum 

Administrasi Negara berisi(1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat 

melaksankan ketaatan pada atau berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan 

																																																													
13Mariot Pahaa Siahaan,  Hukum Pajak Material (Objek,Subjek,Dasar Pengenaan Pajak,Tarif 

Pajak,dan Cara Perhitungan Pajak ), Edisi Pertama,Yogyakarta,Graha Ilmu,2010,hlm 2 
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secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakan kewajiban 

kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.14 

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan 

kepatuhan,sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk 

memaksakan kepatuhan.Selain pengawasan sarana penegakan Hukum 

Admnistrasi Negara adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian pentingdalam setiap 

peraturan perundang-undangan. 

Penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan 

pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi 

Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumunya, memberikan 

kewenangankepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum 

Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenanangan 

untuk menegakan norma itu melalui sanksi bagi mereka yang melanggar norma-

norma Hukum Administrasi Negara tersebut.15 

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan 

pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, 

macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peratran itu menjadi beragam. 

Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi dicantumkan dan ditentukan 

																																																													
14Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,Jakarta, PT RajaGrfindo Persada, 2007, hlm 298. 
15Ridwan HR , Ibid.,hlm 298 
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secara tegas dalaam peraturan perundang-undnagan bidang administrasi 

tertentu.Dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum adinistrasi yaitu 16: 

a. Paksaan Pemerintah  

b. Penarikan keputusan yang menguntungkan 

c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah 

d. Pengenaan denda administratif 

Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapakn secara 

keseluruhan pada bidang administrasi tertentu. Pemahaman terhadap berbagai 

sanksi diatas penting dalam kajian Hukum Administrasi Negara, karena 

didalamnya menyangkut bukan saja tentang efektivitas penegakan hukum, 

bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya dalam menerapkan sanksi 

dan prosedur penerapan sanksi, tetapi juga untuk mengukur apakah norma-norma 

Hukum Administrasi Negara yang didadalamnya memuat sanksi telah sesuai dan 

relevan untuk diterapkan ditengah masyarakat. 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah cara yang tersusun dan baik dengan menggunakan 

metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan,mengembankan maupun 

menguji kebenaran ketidakbenaran dari suatu pengetahuan gejala atau 

																																																													
16Ridwan HR,Op,cit hlm 303 
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hipotesa.17Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode sistematika dan pemikiran tertentu,dengan jalan menganalisanya. 

1.Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang pada awalanya adalah data 

primer,lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder 

berupa bahan hukum yang mengikat. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual: 

 

a. Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach) 

  Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)merupakan penelitian 

yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan 

sebagi bahan dasar acuan dalam melakukan penelitian. Pendekatan peraturan 

perundang-undanganbiasanya dilakukan untuk meneliti peraturan perundangan 

yang dalam penormaanya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan 

praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaanya 

dilapngan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

																																																													
17Soerjono Soekanto ,Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : UI Press,1984, hlm 43 
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perundang-undangan yang bersngkut paut dengan isu hukum yang sedang 

dihadapi. Pendekatan perundangan-undangan ini biasanya dilakukan dengan 

mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan 

Undang-Undang linnya. 

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

  Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan 

dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian 

permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari nilai-nilai yang terkandung 

dalam penormaan sebuah peraturan kaitanya dengan konsep-konsep yang 

digunakan. Pendekatan ini beranjak dari pandagan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.Pendekatan ini menjadi penting 

sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu 

hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika 

menyelesaiakan isu hukum yang dihadapi. 

3.  Bahan Penelitian 

 Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 

hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu : 
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a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat,18 antara lain yaitu : 

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 

• Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Retribusi 

Daerah. 

• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan 

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan bahan hukum primer,19yaitu antara lain berupa buku-buku 

atau literatur,tulisan atau pendapat para pakar yang dituangkan 

dalam artikel jurnal dan dokumen lain yang terkait dengan 

pembahasan yang akan ditulis,yaitu diperoleh secara langsung dari 

instansi-instansi atau lembaga-lembga terkait,maupun melalui 

website atau intrnet. 

																																																													
18Bambang Sunggono,  Metode Penelitian Hukum,Jakarta,Rajawali Press,2010,hlm.194 
19Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Satu Tinjauan Singkat 

,Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm.15 
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c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang 

memeberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder20 seperti buku-buku, media cetak 

,majalah jurnal hukum ,media elektronik,karya ilmiah dan kamus 

bahasa indonesia. 

4.Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan Hukum 

Untuk menyelesikan permasalahan penelitian ini, digunakan metode 

pengumpulan bahan dengan cara studi kepustakaan (library research). Tujuan 

dan kegunaan studi kepustakaan ini pada dasaranya untuk menunjukan jalan 

pemecahan penelitian.21 Studi kepustakaan dilakukan denganmenindetifikasi 

peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku 

dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta 

menyeleksi bermacam-macambahan yangmengandung sudut pandang yang 

berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain. Setelah memperoleh bahan-

bahan hukum yang didapat dengn cara mengadakan sistemastis terhadap 

bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan 

instruksi.22 

 
																																																													

20Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji Ibid,hlm 15, 
21Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas 

Metode Penelitian Hukum,Jurnal Hukum, Volume VIII,Januari-Maret, 2014. hlm.,30. 
22Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 151 
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5. Analisis Bahan Hukum 

Metode yang digunakan unutuk menganalisis bahan pada penelitian 

menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara 

deskriptif dari data primer,sekunder dan tresier yang telah dikumpulkan 

mengenai permasalahan yang berkaitan pada penelitian ini berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.23 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukanseacara dedukatif, 

yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu 

hal yang bersifat khusus.24 Penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk 

memperoleh jawaban dari setiap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

G. Sistematika Penulisan 

  Secara keseluruhan penulisan ini terbagi dalam empat bab masing-

 masing bab terdiri dari sub bab yang dikembangkan jika memerlukan 

 pembahasan yang telah terperinci : 

Bab I : Bab ini berkaitan tentang pendahuluan yang memberikan 

gambaran umum dengan menguraikan Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

																																																													
23Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada,2010,hlm. 66. 
24Sotandyo Wignjosoebroto,  Hukum Konsep dan Metode, Malang, Setara Press, 2013.hlm.91 
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Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan 

Bab II : Bab ini berkaitan tentang tinjauan pustaka yang memaparkan 

tentang kerangka teori permasalahan yang dibahas yaitu 

mengenai tunggakan pajak kendaraan bermotor dan 

pelanggaran lalu lintas ditinjau dari Hukum Administrasi 

Negara di Kabupaten Lahat. 

Bab III : Bab ini berkaitan tentang gambaran hasil penelitian dan 

analisis secara khusus menguraikan pembahasan tentang 

kewenangan Kepolisan dan Dinas Pendapatan Daerah dalam 

penegakan hukum atas tunggan pajak kendaraan bermotor di 

Kabupaten Lahat, Penunggakan pajak kendaran bermotor yang 

termasuk ke dalam pelanggaran lalu lintas, Keabsahan surat 

tilang yang dikeluarkan karena penunggakan pajak yang 

dikeluarkan oleh petugas kepolisian ditinjau dari Hukum 

Administrasi Negara. 

 Bab IV:Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan 

uraian dari penelitian. 
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